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-(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200

-2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Nega

BUPATI MELAW]I,

bahwa guna menunjang wajib Bel

ajar Pendidikan Dasar 9 (Sembil Tah
dalam upaya meningkatkan da i T
ya tampung bagi luly 7
Sckolah Menengah Pertama serta bt e iy L

e meningkatkan mutu dan efesiensi Sekolah
ah dipandang perlu ynt

uk  mengatur Pembukaan Kelembagaan
Menengah Pertama, Sekol

Sekolah ah Menengah Atas dj Kabupaten Melawi;

bahwa untuk mclaksanakap maksud pada huruf a tersebut dia't:‘aé perlu diatur
dengan Peraturan Bupati; |

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidjkan Nasional

3 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Neg ) o ot B

ara Republik Indonesia Nomor 4344);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun' 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten
Melawi dan Sckadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun

ra Republik Indonesia Nomor
4344),

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nofor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara chubi!k
Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Y ng” N ' . | " Penetapan  Peraturan
ang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang :
;’Jc;}r(flrg;%min Pcr%ggami Undang-Undang Nomor 3 Tahun 200?1 ;‘;:rr:;a;zﬁ
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tat)unTZ(])04 T;S(tgn%\rofnor 3
b ; lik Indonesia Tahun 8,
acrah (Lembaran Negara Republi sia_ :
?:;r133!1n(n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

\tas
1998 tentang Perubahan /
intah Nomor 55 Tahun X . Dasar
o an Il’)enn:grril:::h Nomor 28 Tahun 1990 tentar;qb Pg:d;d'}f;‘:mhahm
Flfrau}]::‘rgn ;Iegara republik Indonesia Tahun 1998 Nom ,

emba -

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

" 56 Tahun 1998 tentang'.f’.cmhahlf}an ;\Qt:}i |
tentang Pendidikan Meneng:
i mor-29 Tahun 1990 o i
i P;thcfrnta;chsblik Indonesia Tahun%l;;f)ﬁ Nomor
ELcﬂ:\T:ir‘Nanra Republik Indonesia Nomor 3764);

Peraturan Pemerintah Nomor



Acmperhalikan

lenetapkan ;

fintah N .
; gan pro. un 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
R:PUbl] esia Tf!::zl 2300'-”3831 acrah Otonom (Lemabaran Negara
Publik | Onesia Nomer 3952)9 omise Tambshan Lembaran Negara-
Peraturg : .
mer
endidika emg:rah Nomor 19 Tahun 2005 tentang  Standar Nasiona

8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
publik Indonesis Tahun 2005 Nomor 140),

Peratyrg

Pe N Pemerintahy Nomor 79 Tahun 2005 tentang  Pembinaan  dan
ENeawasan atas Pey

. yelenggaraan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia ] | :

45 . Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Lepublik Indonesia Nomor 4593);

an Penjabat Bupati Melawi Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Susunan

rgmlsasydan tata kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Melawi

- MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI1 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH MENGENA]. PEMBUKAAN KELEMBAGAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH
ATAS DI KABUPATEN MELAWI

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Dacrah adalah Kabupaten Melawi
Pemerintah adalah Gubemur, Bupati atay Walikota dan

I
2.

3. Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Dacraly;
4 Bupati adalah Bupati Melawi

wn

Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi:
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayvaan
Kabupaten Melawi;

7. Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan A
dalam Jabatan Struktural setingkat Eselon IV;

8. Kepala Sekolah adalah Pimpinan Sckolal y
fungsional; ,

9. Wakil Kepala Sckolah adalah Wakil' Pimpinan Sekolah
membidangi kurikulum, kesiswaan dan
fungsional;

10, Sckolah Menengah Pertama adalah Jenjang Pendidikan
Pertama; '

11, Sekolah Mcnengah atas adalah jenjang Pendidikan Menengah Atas;

o

12. Unit Pelaksama Teknis Dacrah adalah Unit yang dibentuk oleh Dinas

Iministrasi
ang menduduki jabatan

yang
konseling  dalam Jabatan

Menengah

\Jj .
s n

Pendidikan scbagai Pclaksannjalannya pendidikan Sckolah Mcncngnh_

Pertama dan Sekolah Menengah Atas;

13. Anggaran Pendapatan  dan Belanja  Daerah  adalah Anggaran

Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Melawi;

14, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dengan proses pembelajaan agar peserta didik secam

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliti Lar.....

Frieitiial Lo _
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aklit‘m;—ﬁe"g;m‘m UMM prUses puinUGigaan agdl PESEria didik sccara
: gembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

Spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan aklak

mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa

dan Negara; - . o

Pendidikan Menengah Pertama adalah pendidikan yang

diselenggarakan bagi lulusan Pendidikan Dasar; - .

- Pendidikan Menengah Atas adalah Pendidikan yang disclenggarakan

bagi lulusan Pendidikan Menengah Pertama;
Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan
" yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan
Nasional;
Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang
tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
Tenaga Kependidikan adalah anggota ‘masyarakat untuk menunjang
penyelenggaraan Kependidikan; '
Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sabagai guru,
dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur,
fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya scrta
berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyclenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai
tujuan pendidikan tertentu;
Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik
dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar; .
Evalusi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan da
penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendididikan
pada setiap jalur, jenjang. dan jenis pendidikan -sebagai - bentuk
pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan;
Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan
pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan

‘ dalam  penyelenggaraan  pendidikan © yang meliputi  tenaga

Kependidikan, Masyarakat, Dana, Sarana dan Prasarana;

Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan
berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan;

Komite Sekolah adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan
orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat
peduli Pendidikan; '

Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan menengah di jalur
Pendidikan Sckolah;

Orang tua adalah.Ayah atau Ibu atau wali siswa;

Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang
Pendidikan Nasional.

~ BAB I
v e @ . TUJUAN

Pasal 2 '

Pembukaan Kelembagaan Sckolah Menengah Pertama, dan  Sckolah
Menengah Atas bertujuan: |
a.  Meningkatkan penampungan Lulusan Sekolah dasar 9
(sembilan) Tahun guna memenuhi Pembangunan dan
Pengembangan bidang Pendidikan di Dacrah;

b. Meningkatkan Penampungan lulusan  Sekolah Menengah
Pertama guna memenuhi Pembangunan dan Pengembangan
bidang Pendidikan di Dagrah;

A
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", S80ta masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik
dengaf‘ “"Skungan sosial budaya, semesta serta dapat
melanjutkan pendidikan pada Jenjang yang lebih tinggi.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal inj

Penyelenggaraan pendidikan menengah berpedoman pada tujuan

Pendidikan Nasional,

BAB I1]
PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelolaan Pembukaan  Sckolah sebagai  bagian dari sistem

Pendidikan Nasiona] adalah tanggungjawab Pemerintah  Dacrah
melalui Kepala Dinas.

Pimpinan Sckolah Menengah terdiri atas Kepala Sckolah dan seorang
atau lebih Wakil Kepala Sckolah berdasarkan kebutuh~n

Pimpinan Sekolah dibantu oleh Tenaga Kependid lainnya dan
tenaga administrasi.

Susunan Organisasi, tugas dan wewenang  Sckolah Menengah
ditetapkan Pemerintah Daerah:

Pasal 4

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan,
kurikulum, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung -
serta  pemeliharaannya pada  Sekolah Mcenengah menjadi
tanggungjawab Pemerintah Daerah,

Pasal §

Kepala Sckolah bertanggungjawab kepada Kepala Dinas atas
penyelenggaraan kegiatan Pendidikan,  administrasi sckolah,

pembinaan tenaga Kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana
dan prasarana. :

BAB IV
KURIKULUM

Pasal 6

Isi kurikulum pendidikan menengah merupakan susunan bahan kajian
dan pelajaran untuk \mencapai - tujuan pendidikan menengah dalam
rangka upaya mencapai tujuan pendidikan, '

Isi kurikulum Pendidikan Menengah wajib memuat bahan kajian dan
mata pelajaran tentang:

a. Pendidikan Pancasila;

b.  Pendidikan Agama;

¢. Pendidikan Kewargancparaan,

Kurikulum yang berlaku secara Nasional dirctai’)kan oleh Menteri.

Sekolah menengah dapat menjabarkan dan menambah mata pelajaran
sesuai dengan keadaan lingkungan dan cjr khas sekolah yang

bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara
nasional. '

Sckolah Menengah dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian
dari mata pelajaran scsuaj dengan kebutuhan sctempat,

R




BAB YV
SISWA
Pasal 7
(1 :Jntuk dabat diterima sebagai siswa Sekolah Menengah Pertama sescorang
harus:

a. Tamat pendidikan Dasar;
b. Memiliki kemampuan vy

ang diisyaratkan oleh sekolah Menengah yang
bersangkutan,

(2) Untuk dapat diterima scbagai siswa Sckolah Menengah Atas dan Seckolah
- Menengah Kejuruan seseorang harus:

a. Tamat pendidikan menengah pertama atau yang sederajat;

b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Sckolah Menengah vang
bersangkutan., '

(3) Pelaksanaan ketentuan scbr\gaimar;a dikmaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal

ini diatur oleh Menteri melalui Dinas.

Pasal 8

(1) Siswa mempunyai hak:
a.  Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, hikmah dan kemampuannya:
b.  Memperol¢h pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
¢.  Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar
; Pendidikan berkelanjutan, baik unt
diri maupun untuk memperolch pengakuan tingkat pendidikan tertentu
yang telah dibukukan; -
Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan |
dengan persyaratan yang berlaku;
Pindah ke Sekolah Menengah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih

tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada Sckolah
Menengah yang hendak dimasuki.

ain sesuai

(2) Siswa mempunyai kewajiban:

a.  Tkut menanggung biaya penyelenggaraan pendidik
siswa dibebaskan dari Kewajiban terscbut sesu
yang berlaku;

b.  Mematuhi peraturan yang berlaku;

Menghormati tenaga Kependidikan:

Ikut memclihara sarana dan prasarana serta kebersih

keamanan Sckolah Menengah yang bersangkutan.

an, kecuali bilamana
ai dengan peraturan

o

an, ketertiban dan

(3)  Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud d

alam ayat (1) dan (2)
Pasal ini diatur oleh Dinas.

. E el ’

BAB VI
" PENILAIAN

Pasal 9

Penilaian Sckolah Menengah dilaksanakan  secara  bertahap,
bcrkésinambungan dan .bersifat terbuka’ untuk memperoleh ketenangan
tentang kegiatan dan kemajuan belajar siswa, pelaksanaan kurikulum, guru
dan tenaga Pendidik lainnya, dan sekolah Menengah scbagai  saty

keseluruhan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan
akreditasi Sckolah Mcenengah yang bersangkutan

uk mengembangkan kemampuan..

SR



(1) Penilaian - .
kesesil:;; Pelaksanaa,} kurikulum  dilakukan untuk mengetahuyi
' dunets dn antara ktfrlkulum Sekolah Menengah yang bersangkutan
' asar,. fungsi dan bajk tujuan Pendidikan Nasional dengan

Swa serta perkembangan masyarakat

kcmampuan si

(2) Penilaian terhad

t ap guru dan tenaga kependidikan dilakukan untuk
mengetahui kem “

ampuan dan kewenangan profesional.

() HaSiL penilaian sebagaimana yang dimaksud Ayat (2) Pasal ini digunakan
untuk:

a. Pembinaan dan pengembangan ‘guru dan tenaga pendidikan
i o lainnya; -
o b: ' Penyempurnaan kurikulum dan pengelolaan program pendidikan
guru dan tenaga kependidikan lainnya.

(4) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud Ayat (1), Ayat (2) dan
. Ayat (3) Pasal ini dilakukan olch Dinas.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

(1) Dengan'telah dilakukan Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah
Pertama dan Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud Lampiran
Peraturan Bupati ini, terhadap segala biaya penyelenggaraan, sarana dan  # '
prasarana Sekolah menjadi beban Pemerintah dacrah dengan Pembinaan
dan Pgngawasan pada Dinas melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Melawi dan pendapatan lain, baik dari Pemerintah
Pusat maupun sumber lain yang sah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini meliputi:
a. Gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi;
b. Biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
c. DBiaya perluasan dan pengembangan,

BAB VIII
PENGAWASAN

« Pasal 12°

(1) Pemerintah ‘Daerah melalui Dinas dilakukan pengawasan terhadap
Sekolah dalam  rangka pembinaan, pengawasan, perlindungan, © |
peningkatan mutu dan pelayanan Sekolah yang bersangkutan

. -

(2) Pengawasar™ dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan
administrasi sckolah : '

(3) Pengawasan scbagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat(2) Pasal ini
dilakukan oleh Pengawas Sekolah Menengah.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagimana dimaksud Ayat (1), Ayat (2) dan
Ayat (3) Pasal ini diatur oleh Kepala Dinas

BABIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13
Scgala Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang telah ada sebelum

Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati
ini masih tetap berlaku.
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BAB X .
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

'Lampiran P
. Craturan Bupati ini
t . Bupati ini merupakan sat i

idak terpisahkan dari Peraturan Bllpatri)ini, u kesatuan dan bagian yang

Pasal 15

' Perat ini i .

s l:;:; ini mulai ber!alfu pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat
‘ meng uinya, memcr:nla‘hkan pengundangan peraturan ini dengan
| empatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Dite.tap.}caﬁ di Nanga Pinoh
. padatanggal 21 Juni 2006

/< BUBATIMELAWI
b 1-__

Diundangkan di Nanga Pinoh
Pada tanggal, 2.2 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

i
R

e / '
" Drs. MARTIN LUTHER. D., M.Si.

" BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI
TAHUN 2006 NOMOR 12 -




